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PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2019/PA.Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara

Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara: 

Nama  Penggugat,  umur  25  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Jambi

Luar  Kota,  Kabupaten  Muaro  Jambi,  Propinsi  Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Bengkel  Motor,  tempat  tinggal  di  Dahulu  di  Kecamatan

Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi,

sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh

wilayah Republik  Indonesia.  Selanjutnya disebut  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah  mendengar  keterangan  Penggugat  serta  saksi-saksi  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa,  Penggugat  telah  mengajukan  gugatan  secara  tertulis

tertanggal 05 Juli  2019, dan telah terdaftar di  Kepaniteraan Pengadilan

Agama Sengeti  dengan register perkara Nomor 296/Pdt.G/2019/PA.Sgt,

tertanggal 05 Juli 2019. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  15  Februari  2012  telah  dilangsungkan

perkawinan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  yang  dilaksanakan

menurut  hukum  dan  sesuai  dengan  tuntunan  ajaran  agama  Islam.

Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi,
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sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 73/33II/2012 tertanggal 16

Februari 2012;  

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan

berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh

Allah Swt;  

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

kediaman  orangtua  Penggugat  di  Kecamatan  Jambi  Luar  Kota,

Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi;  

4. Bahwa selama masa perkawinan,  Penggugat  dan Tergugat  telah

berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3

(tiga) orang anak yang masing-masing bernama: 

1) Nama anak I, Perempuan, Lahir Pada Tanggal 10 Oktober

2012 di Jambi;  

2) Nama  anak  II,  Laki-laki,  Lahir  Pada  Tanggal  12  Oktober

2014 di Muaro Jambi;  

3) Nama  anak  III,  Laki-laki,  Lahir  Pada  Tanggal  08  Januari

2017;  

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah

tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai sekitar awal tahun

2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai

goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  secara  terus  menerus  sejak  sekitar  tahun  2014

sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;  

a. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi

nafkah kepada Penggugat;  

b. Tergugat  suka  main  judi  dan  menggunakan  obat-obatan

terlarang;  

c. Tergugat  tidak  bisa  mengendalikan  emosinya  sehingga

Tergugat  terkadang  memukul  Penggugat  menggunakan  tangan

Tergugat;  

d. Tergugat  sejak  bulan  mei  tahun 2017 pergi  meninggalkan

Penggugat tanpa memberikan kabar dimana keberadaanya;  
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6. Bahwa puncak dari  percekcokan antara Penggugat dan Tergugat

terjadi  pada  bulan  mei  tahun  2017.  Yang  menyebabkan  antara

Penggugat  dan Tergugat  telah  pisah rumah,  dimana Tergugat  pergi

meninggalkan  rumah  kediaman  orangtua  Tergugat.  Sehingga  sejak

saat  itu  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  pernah  lagi  menjalin

hubungan sebagaimana layaknya suami istri;  

7. Bahwa  atas  permasalahan  dan  kemelut  rumah  tangga  yang

dihadapi,  Penggugat  telah  mencoba  memusyawarahkan  dengan

keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  untuk  mencari  penyelesaian  dan

demi  menyelamatkan  perkawinan,  namun  usaha  tersebut  tidak

membuahkan hasil 

8. Bahwa  ikatan  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sebagaimana  yang  diuraikan  diatas  sudah  sulit  dibina  untuk

membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah

sebagaimana  maksud  dan  tujuan  dari  suatu  perkawinan,  sehingga

lebih baik diputus karena perceraian;  

9. Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas,  permohonan

Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat

atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin

hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,  telah  memenuhi  unsur

Pasal 19 huruf (b) dan (f)  Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975,

sehingga  berdasar  hukum  untuk  menyatakan  gugatan  cerai  ini

dikabulkan;  

10.Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara; 

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan

ini  Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti  Cq.

Majelis  Hakim yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  untuk  dapat

menentukan  hari  persidangan,  kemudian  memanggil  Penggugat  dan

Tergugat  untuk  diperiksa  dan  diadili,  selanjutnya  memberikan  putusan

yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
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2. Menceraikan perkawinan Penggugat  (Nama Penggugat)  dengan

Tergugat (Nama Tergugat);  

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;  

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan

Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari  sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah

datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak

pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai

wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara

tertulis  meskipun  berdasarkan  relaas panggilan  yang  dibacakan  di

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut

Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan

alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar

berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa,  oleh  karena  Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan,  maka

mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini

dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya

tetap dipertahankan Penggugat; 

Bahwa,  untuk  mempertahankan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,

Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Fotokopi  Buku Kutipan Akta  Nikah Nomor 73/33II/2012,  atas nama

Nama Penggugat dan  Nama Tergugat.  Asli  surat  diterbitkan  oleh

Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar

Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, tanggal 16 Februari

2012.  Bukti  tersebut  sesuai  dengan  aslinya,  telah  di-nazegelen,

kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P;

B. Bukti Saksi
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1. Nama  saksi  I,  umur  55  tahun,  agama  Islam,  pendidikan

Belum Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di

Kecamatan  Jambi  Luar  Kota,  Kabupaten  Muaro  Jambi..  Saksi

mengaku  sebagai  ibu  kandung  Penggugat.  Telah  memberi

kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak

harmonis, mereka sering bertengkar, dan saksi sering melihat

dan mendengar pertengkaran mereka;

- Bahwa pertengkaran  Penggugat  dan Tergugat  disebabkan

Tergugat  malas  bekerja  sehingga  jarang  memberi  nafkah

kepada Penggugat,  dan Tergugat  sering  menggunakan obat-

obatan terlarang;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah  sejak

tahun  2017,  Tergugat  pergi  dari  rumah  bersama  dan  tidak

pulang  hingga  saat  ini,  bahkan  tidak  diketahui  lagi

keberadaannya;

- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan

Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Nama saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kecamatan Jambi Luar Kota,

Kabupaten  Muaro  Jambi..  Saksi  mengaku  sebagai  sepupu

Penggugat.  Telah  memberi  kesaksian  di  bawah  sumpah  pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak

harmonis, mereka sering bertengkar, dan saksi pernah melihat

dan mendengar pertengkaran mereka sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa pertengkaran  Penggugat  dan Tergugat  disebabkan

karena  masalah  Tergugat  malas  bekerja  dan  menggunakan

obat-obatan terlarang;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah  sejak

tahun  2017,  Tergugat  pergi  dari  rumah  bersama  dan  tidak
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pulang  hingga  saat  ini,  bahkan  tidak  diketahui  lagi

keberadaannya;

- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa,  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulannya  secara

lisan  di  persidangan,  yang  pada  pokoknya  menyatakan  tetap  dengan

gugatan  Penggugat  dan  mohon  kepada  Majelis  Hakim  mengabulkan

gugatan Penggugat;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  dalam  putusan  ini,  Majelis

Hakim  cukup  menunjuk  kepada  berita  acara  sidang  yang  merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  untuk  keperluan  pemeriksaan  perkara,

berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama  Jo.

Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg Jis. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  para  pihak  berperkara  telah

diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,

Penggugat  telah  datang  secara  inperson,  sedangkan  Tergugat  tidak

pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta

tidak  ada  mengajukan  eksepsi,  dan  ternyata  pemanggilan  terhadap

Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka berdasarkan

Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim

untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  menasehati

Penggugat  agar  berdamai  dengan  Tergugat,  sebagaimana  kehendak

Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Peradilan
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Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  hadir  di

persidangan,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  kewajiban  mediasi

sebagaimana  kehendak  Pasal  7  ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah  Agung

Republik  Indonesia  Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  Penggugat  adalah  pihak

yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan

Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat

Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap

dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah; 

Menimbang,  bahwa bukti  surat  bertanda  “P”  adalah  salinan  dari

surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang

telah  ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undangan,  bernilai  sebagai

akta autentik, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang

keabsahan  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat.  Majelis  Hakim

berpendapat bukti surat bertanda “P” telah memenuhi syarat formil bukti

sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil  bukti

sesuai  Pasal  2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan

demikian Penggugat  dan Tergugat  patut  dinyatakan sebagai  suami istri

sah dan menikah secara agama Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum

Pengadilan  Agama  Sengeti,  dan  Tergugat  juga  tidak  ada  melakukan

eksepsi perihal  kewenangan  relatif  mengadili,  serta  berdasarkan  bukti

surat  P,  maka Majelis  Hakim berpendapat  Penggugat  patut  dinyatakan

mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini (persona standi

in judicio) dan perkara  a quo merupakan kompetensi absolut dan relatif

Pengadilan Agama Sengeti  untuk mengadilinya (vide Pasal  49 ayat (1)

huruf (a) dan Pasal  73 ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
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Menimbang,  bahwa  bukti  saksi  yang  dihadirkan  Penggugat  di

persidangan  (Nama  saksi  I  dan  Nama  saksi  II)  merupakan  ibu  dan

sepupu Penggugat. Termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan

tidak terhalang menjadi  saksi  serta  telah memberi  kesaksian  di  bawah

sumpah. Majelis Hakim menilai saksi Penggugat tersebut telah memenuhi

syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis.

Pasal  22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal

134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian yang telah disampaikan

para saksi Penggugat di muka sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri,  rumah tangga tidak

harmonis akibat pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat

malas  bekerja  dan  menggunakan  obat-obatan  terlarang,  telah  pisah

rumah sejak tahun 2017, Tergugat pergi dari rumah bersama dan saat ini

tidak  diketahui  lagi  keberadaannya,  dan  pihak  keluarga  tidak  berhasil

merukunkan Penggugat  dan Tergugat.  Majelis Hakim menilai  kesaksian

para  saksi  Penggugat  tersebut  saling  berkaitan  dan bersesuaian.  Oleh

karenanya patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil  saksi sesuai

Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  gugatan,  keterangan

Penggugat  serta  bukti-bukti  yang  diajukan  Penggugat  di  persidangan

(bukti surat P dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-

fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah,

menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 05 Februari 2012;

2. Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah

Tergugat  malas  bekerja  dan  sering  menggunakan  obat-obatan

terlarang;

3. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah  sejak  tahun

2017,  Tergugat  pergi  dari  rumah  kediaman  bersama,  dan  saat  ini

keberadaan Tergugat tidak diketahui;
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4. Bahwa  keluarga  tidak  berhasil  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan

tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat

adalah benar  suami  istri  dan belum pernah bercerai,  dan terbukti  pula

adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat

dan Tergugat yang mengakibatkan  antara Penggugat dan Tergugat sudah

pisah rumah sejak ... dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan

kewajibannya  masing-masing  sebagai  suami  dan  istri,  serta  pihak

keluarga tidak  berhasil  mendamaikan Penggugat  dan Tergugat.  Majelis

Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat

mewujudkajn tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal

33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-

Ruum ayat 21 yang berbunyi :

                        
Artinya : dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia

menciptakan untukmu isteri-isteri  dari  jenismu sendiri,  supaya
kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan
dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang.
Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim

memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang

menyebabkan  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap

adalah  tentang  pecahnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  itu

sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor

38  K/AG/1990,  tanggal  22  Agustus  1991  dan  Nomor  266  K/AG/1993,

tanggal 25 Juni 1996;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999,

disebutkan bahwa “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan
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keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah

cukup dijadikan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran”

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  menganggap  perlu  untuk

mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Iqna’ juz II

halaman  133  yang  kemudian  diambil  alih  sebagai  pendapat  Majelis

sebagai berikut :

وإن إشتد عدم  رغبة  الزوجة  لزوجها  طلق
عليه  القاضى  طلقة

Artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,

di  situlah  hakim diperkenankan  menjatuhkan  talaknya  laki-laki

dengan talak satu.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,

Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan

hukum, serta  telah memenuhi  alasan perceraian  sebagaimana kehendak

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis.

Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  dan  Majelis  Hakim

berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  petitum  poin  2  hanya

menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat tanpa

secara  rinci  menuntut  jenis  talak  yang  akan  dijatuhkan,  maka  sesuai

dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam,

Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat

terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  dan

Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang

Peradilan  Agama,  maka  semua  biaya  perkara  ini  dibebankan  kepada

Penggugat, untuk membayarnya; 

Mengingat   segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku

serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap sidang, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;  

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra Tergugat  (Nama Tergugat)

terhadap Penggugat (Nama Penggugat);  

4. Membebankan  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah). 

Demikian  dijatuhkan  Putusan  ini  dalam  rapat  permusyawaratan

Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 November

2019  Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1441  Hijriyah,

oleh Drs. H. Abdan Khubban, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis,         Dra.

Emaneli,  M.H. dan  Rahmatullah  Ramadan  D,  S.H.I,  masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

untuk  umum  pada  hari  itu  juga  oleh  Ketua  Majelis  tersebut  dengan

didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Siti Hairiah, S.H.I., sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

dto

Dra. Emaneli, M.H.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Abdan Khubban, S.H., M.H.
Hakim Anggota

dto

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I
Panitera Pengganti

dto

Drs. Said Hasan A, M.H.
Perincian Biaya Perkara :
1. Pendaftaran : Rp    30.000,00
2. Proses/Administrasi : Rp    50.000,00
3. Panggilan : Rp 350.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
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5. Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah Rp   466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu 
rupiah)
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